
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana


Strafbaar feit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.


 Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah–istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan strafbaar feit.
Istilah-istilah ini terdapat di dalam : 

1) Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1. 

2) Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No.1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan peradilan sipil. 

3) Perbuatan–perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1951. 

4) Hal–hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. 

5) Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum. 
6) Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 Pasal 1 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 
7) Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 Pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). 


Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.


Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :
a. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah strafbaar feit sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

c. Pompe, mengenai strafbaar feit adalah sebagai berikut: ”strafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.

d. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

e. Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.


Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “Strafbaar Feit”, sebagai berikut:

1) Delik (delict). 

2) Peristiwa pidana (E.Utrecht). 

3) Perbuatan pidana (Moeljanto). 

4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 

5) Hal yang diancam dengan hukum. 

6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. 

7) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut : 

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). 

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten). 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delictacommissionis) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis). 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus. 

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. 

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana (propria) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten). 

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten). 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainyak. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde dlicten)

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (misdrijven); dan

b. Pelanggaran (overtredingen)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melawan hukum 

b. Merugikan masyarakat 

c. Dilarang oleh aturan pidana 

d. Pelakunya diancam dengan pidana
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu;
 

a. Subjek; 

b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan 

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)
Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

1) Perbuatan (yang); 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 

4) Dipertanggungjawabkan
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah;

1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

3) Melawan hukum (onrechmatig). 

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).
Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:
1) Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

a. Ada perbuatan;

b. Ada sifat melawan hukum;
c. Tidak ada alasan pembenar;
d. Mampu bertanggungjawab;
e. Kesalahan;
f. Tidak ada alasan pemaaaf

2) Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
b. Ada sifat melawan hokum
c. Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

a. Mampu bertanggungjawab
b. Kesalahan
c. Tidak ada alasan pemaaf
Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;

2. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);

3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
4. Tidak adanya dasar pembenar.

B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran dalam Rumah Tangga
1. Ketentuan Hukum Penelantaran dalam Rumah Tangga


Penelantaran berasal dari kata lantar yang berarti tak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus.
 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) adalah: 
Ayat (1): “ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawat, atau pemeliharan kepada orang tersebut.” 
Ayat (2): “  Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselengarakan oleh PBB tahun 1993 lalu. Pasal 1 Deklarasi tersebut berbunyi: “Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Pusat komunikasi kesehatan berprespektif jender menambahkan bahwa bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada isteri, tetapi juga membiarkan isterinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai isteri dan memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.


Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk penelantaran rumah tangga, khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.
 Sebelum lahirnya UU PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang wajib diberi nafka dan kehidupan. Akan tetapi, KUHP tidak sepenuhnya dapat mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiyaan atau Penganiyaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” 34 digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.


Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindakan suami menelantarkan isteri dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:
Pasal 49 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (a). 
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (b). 
Pasal 50 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: 
a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling bawah pengawasan lembaga tertentu.
2. Kategori Penelantaran dalam Rumah Tangga

Kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 9 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas dalam pembagian unsurnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Tidak memberikan kehidupan yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi ;

b. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga;

c. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Secara garis besar tindak kekerasan penelantaran rumah tangga bisa dibedakan sebagai dua kategori, yakni:

a. Tindak kekerasan penelantaran rumah tangga ringan
Tindak kekerasan penelantaran rumah tangga ringan, berwujud melaksanakan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban bergantung ataupun tidak berdaya secara ekonomi ataupun tak terpenuhi keperluan fisiologisnya. 

b. Tindak kekerasan penelantaran rumah tangga berat 

Tindak kekerasan penelantaran rumah tangga berat, ialah perlakuan eksploitasi, memanipulasi, serta pengaturan dari sarana ekonomi yakni memaksa korban bekerja secara eksplotasi meliputi pelacuran, melarang korban mencari nafkah namun mengabaikannya, merenggut tanpa pengetahuan serta kesepakatan korban, merampas maupun manipulasi harta benda korban.
3. Anak Sebagai Korban dalam Penelantaran Rumah Tangga


Pembicaraan tentang anak-anak dan perlindungan mereka tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Anak adalah generasi yang telah dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan memiliki kendali atas masa depan suatu negara, termasuk Indonesia.


Menelantarkan anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hukum menelantarkan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 59  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menelantarkan anak dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan dan merupakan delik dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia. Bagi seseorang yang menelantarkan anak, maka akan dikenakan sanksi pidana.


Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut Suyanto, kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, di mana semuanya ditunjukkan oleh bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.


Penelantaran terhadap anak termasuk kekerasan terhadap anak secara sosial (social abuse). Berdasarkan literatur internasional, penelantaran anak secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:
 

a. Keterlantaran yang diakibatkan oleh kondisi keluarga yang kurang mampu, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal. 

b. Keterlantaran yang diakibatkan oleh kesengajaan, gangguan jiwa, ketidakmengertian orang tua, atau hubungan dalam keluarga yang tidak normal.


Dalam hal ini, Rusmil menjelaskan apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Penelantaran anak dalam hal ini meliputi :

a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak. 

b. Penelantaran anak untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dari situasi rumah yang membahayakan. 

c. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah. 

d. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal, yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.


Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1 Angka 6 

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
b. Pasal 13 

Pada Pasal ini mengatur beberapa perlindungan yang harus didapat anak didalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

c. Pasal 57 

Pada Pasal ini menyebutkan bahwa anak terlantar yang diakibatkan oleh orang tua yang melalaikan kewajibannya maka lembaga seperti panti, keluarga, pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar.


Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

a. Pasal 1 Angka 7 

Didalam Pasal ini memberikan definisi anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar

b. Pasal 2 Ayat (1) 

Pasal ini mengatur tentang hak anak, yaitu: hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.


Penelantaran Anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada peraturan ini yang berkaitan dengan penelantaran anak diatur pada Pasal 58 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan. Dalam hal ini, jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Pasal 58 maka akan dikenai sanksi.


Penelantaran Anak dalam KUHP Penelantaran anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku Kedua Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu di tolong. Antara lain sebagai berikut: 

a. Pasal 304 KUHP

Pada pasal ini menyebutkan jika seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan padahal ia memiliki kewajiban untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Misalnya seperti orang tua yang membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pula wali terhadap anak asuhnya

b. Pasal 305 KUHP 

Pada pasal ini menyebutkan siapa saja yang menempatkan anak dengan maksud membuang anak atau melepaskan diri dari anak yang belum berumur tujuh tahun sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya dapat diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.


Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan
 
1. Pengertian Pertimbangan Hakim


Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang ratio decidendi, ratio decidendi ialah keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta-fakta materi.


Ratio decidendi (bentuk jamak rationes decidendi) adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti "alasan putusan". Dalam bidang hukum, ratio decidendi adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan.
 Di dalam sistem hukum umum Inggris, berlaku doktrin stare decisis, yaitu putusan pengadilan akan menjadi preseden hukum untuk perkara-perkara selanjutnya. Maka dari itu, putusan pengadilan terdiri dua unsur, yaitu obiter dictum dan ratio decidendi. Ratio decidendi bersifat mengikat secara hukum dan pengadilan dalam perkara-perkara berikutnya terikat oleh preseden yang ditetapkan oleh ratio decidendi, sementara obiter dictum hanya bersifat persuasive.



Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.
 Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

2. Dasar Pertimbangan Hakim 


Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
 Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.



Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya

b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana 

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.



Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan 
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim 
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya




Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.



Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. 

2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.


Hakim memerlukan bahan fakta agar dapat meyakinkan bahwasanya suatu kejadian atau peristiwa secara nyata terjadi untuk memutus suatu perkara secara objektif dan benar. Hakim tidak dapat memutus perkara tersebut sampai pengadilan dapat membuktikan bahwa kejadian ataupun peristiwa tersebut benar dan nyata adanya, kecuali jika hal itu didukung oleh fakta sehingga tampak bahwa para pihak mempunyai hubungan hukum.


Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi: 

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Putusan Hakim


Putusan hakim adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.
 Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.



Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.



Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
c. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
e. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
f. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.



Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit).



Sistematika dan isi putusan hakim telah diatur pada Pasal 197 KUHAP, apabila putusan tersebut tidak memenuhi rumusan pada Pasal 197 KUHAP maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Suatu putusan yang batal demi hukum harus mengembalikan semua hal dan keadaan pada keadaan semula yang dimana terdakwa seolah olah tidak pernah diperiksa dan tidak melakukan tindak pidana.



Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.


Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 
1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 
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